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ABSTRACT 

In the revolutionary era, public service is a primary service in administering the 

government. The DepartmentOofiPopulationiandiCiviluRegistrationuof Lamongan 

Regency is one of the government agencies which carry out public services related to 

Population Identity. Population identity is very important as the accurate population 

data to support development programs. Currently, Department of Population and Civil 

Registration of Lamongan Regency is creating a new program ”pick up ball service” as 

the Direct Population Identity Management Movement program. The program is known 

as GEMILANG. This program was chosen because the level of management in 

completing the population identity of the Lamongan societies was still low, especially for 

electronic KTP (el-KTP). At 2019 there were still 12,511 Lamongan residents who had 

not recorded KTP-el. Moreover, 33,019 residents of Lamongan Regency had not printed 

KTP -el. To solve the problem, The Department of Population and Civil Registration of 

Lamongan Regency improves some services, namely picking up the ball. The program 

was intended to increase the enthusiasm of Lamongan societies to complete the 

management of population identity.  

Based on the issue, the researcher conducted observations about the implementation of 

the GEMILANG program by the Department of Population and Civil Registration of 

Lamongan Regency. The type of research is descriptive qualitative. Researchers used 

data collection. To collect the data, the researcher carried out two techniques, namely 

interviews andidocumentation. Data analysis techniques are performed by data 

collection, dataireduction,idataipresentation, and conclusions. The results showed that 
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the GEMILANG program conducted by The Department of Population and Civil 

Registration of Lamongan Regency had been successful to increase the management of 

population identity of Lamongan society. Supporting factors in the GEMILANG program 

according to the theory put forward by George C. Edwards III in (Nugroho R., 2009), 

includeicommunication,iresources, disposition andworganizational structure including: 

the ability of the employees in delivering information and the consistency of information 

to the applicant; the ability of the employees to deliver the program; adequate staff and 

facilities provided; the level of commitment and honesty of the employees as well as 

democratic level in implementing the program; and adequate program with the SOP. 

The problem faced by some societies is about the low internet connection in some rural 

areas. Therefore, the researcher suggests to the officer to rearrange the infrastructure 

items to success the implementation ofeGEMILANG program in theQDepartment of 

Population and Civil1Registration in Lamongan Regency.  
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ABSTRAK 

Di eraWrevolusi, pelayananQpublik merupakanQpelayanan dasarWdalam 

penyelenggaraan pemerintah. DinaseKependudukan daniPencatatan SipilIKabupaten 

LamonganAmerupakan salah satu instansi pemerintah yang menyelenggarakan 

pelayanan publik berupa jasa yaitu berkaitan dengan Identitas Kependudukan. 

Identitas Kependudukan sangat penting sebagai sumber keakuratan data penduduk 

untuk mendukung program pembangunan. Saat ini, Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan melakukan suatu terobosan baru atau dengan 

menerapkan jemput bola yaitu program Gerakan Mengurus Identitas Kependudukan 

Secara Langsung atau disingkat dengan GEMILANG. Hal itu dilakukan karena tingkat 

kepengurusan kelengkapan identitas kependudukan masyarakat Lamongan masih 

rendah, terutama untuk KTP elektronik (KTP-el), sampai tahun 2019 masih tercatat  

Sebanyak 12.511 warga Kabupaten Lamongan yang belum melakukan perekaman KTP-

el dan sebanyak 33.019 warga Kabupaten Lamongan belum mencetak KTP-el. Sehingga 

Dinas KependudukanndannPencatatanuSipil KabupatenuLamonganymeningkatkan 

pelayanan salah satunya dengan melakukan jemput bola. Melalui program tersebut, 

Dinas Kependudukan berharap masyarakat lebih semangat dalam rangka melengkapi 

pengurusan identitas kependudukan.  



Berdasarkan hal tersebut penulis melakukanipengamatan tentangipelaksanaan 

program GEMILANGWoleh Dinas KependudukanWdan Pencatatanqsipil Kabupaten 

Lamongan. Adapun jenis penelitianuiniQdeskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan 

teknik pengumpulan data dengan wawancara danwdokumentasi.eTeknik analisiswdata 

dilakukanwdengan pengumpulanu data, reduksiwdata, penyajian data, danipenarikan 

kesimpulan. HasilWpenelitian menunjukkanWbahwa program GEMILANGWyang 

dilakukan olehWDinas KependudukanQdan Pencatatan SipileKabupatenELamongan 

telahuberhasiludenganeadanyaepeningkatanekepengurusaneidentitasekependudukan 

oleh masyarakat Lamongan. Faktor pendukung pada program gemilang sesuai teori 

yang dikemukakan oleh George C. Edwards III dalam (Nugroho R. , 2009), meliputi 

komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi diantaranya: kemampuan 

implementor dalam penyampaian informasi dan konsistensi informasi kepada pemohon; 

kemampuan implementor dalam menyampaikan program; jumlah staf yang memadai 

serta fasilitas tempat yang diberikan; tingkat komitmen dan kejujuran para 

implementor serta tingkat demokratis para implementor dalam pelaksanaan program; 

dan kesesuaian program dengan SOP yang telah disosialisasikan. Faktor yang menjadi 

penghambat dalam penerapan jemput bola diantaranya jaringan koneksi internet yang 

kurang memadai pada daerah pelosok. Adapun saran peneliti dalam pelaksanaan 

program GEMILANG diiDinasiKependudukan daniPencatataniSipil Kabupaten 

LamonganWdalam hal saranaiprasarana harus lebih ditingkatkan lagi untuk 

menyukseskan keberhasilan program tersebut. 

Keywords : implementasi kebijakan, program gemilang, Dispendukcapil 

PENDAHULUAN 

Dalam kehidupan sehari-hari, permasalahan yang sering dijumpai oleh 

masyarakat yaitu permasalahan yang terkait dengan pelayananepublik. 

Pelayanan publik merupakan suatu bentukepelayananeyangediberikaneoleh 

penyelenggara publik berupa jasa kepada masyarakat untuk kepentingan 

umum. Penyelenggara publik tersebut yaitu pemerintah, baik pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan 

merupakan salah satu instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan 

publik berupa jasa yaitu berkaitan dengan Identitas Kependudukan. Identitas 



Kependudukan merupakan hal yang penting karena dapat membantu 

terciptanyaWskeakuratan dataWspenduduk untukWxmendukung program 

pembangunan Dalam melaksanakan kinerjaiyang dilakukaniolehepenyelenggara 

pelayanan publik tentunya memiliki rencana kinerja tahunan dimana untuk 

mengukur kualitas pelayanan berdasarkan Pemendagri nomor 18 tahun 2018 

tentang peningkatan kualitas layanan administrasi dan untuk memenuhi 

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 63 Tahun 2016 tentang kedudukan, 

susunan organisasi dan tugas dan fungsi DinaeKependudukanedan Pencatatan 

SipiluKabupaten Lamongan. 

Secara geografis, kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah 1.812,8 km2 

atau menempatissekitar 3,73% luas wilayahuProvinsi Jawa Timur. Secara 

administratif, Kabupaten Lamonganlterdiriedari 27 kecamatan, yangemeliputi 

462xdesa, 12 kelurahan dan 1.431 dusun. Tidak semua wilayah desa/dusun 

memiliki jarakAyang dekatidengan lokasiiDinas Kependudukanidan Pencatatan 

Sipil KabupatenWLamongan. SalahWsatunya adalah desaWKedungkumpul 

kecamatanJSukorame yang merupakanLwilayah paling selatan di kabupaten 

Lamongan yang berbatasan langsung dengan kabupaten jombang dan kabupaten 

Bojonegoro, yang memiliki jarak kurang lebih 65 km dari pusat Kota Kabupaten 

Lamongan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan 

CatatanSipil Kabupaten Lamongan hinggalakhirutahuny2019 tercatat sebanyak 

12.511 warga Kabupaten Lamongan yang belum melakukan perekaman KTP 

elektronik (KTP-el) dan sebanyak 33.019 warga Kabupaten Lamongan belum 

mencetak KTP Elektronik (KTP-el). Sedangkan setiap hari terjadi penambahan 

penduduk yang wajib KTP. Sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Lamongan meningkatkan pelayanan salah satunya dengan 

melakukan jemput bola. 

Program pelayanan jemput bola yang dilakukan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan sipil kabupaten Lamongan yaitu program Gerakan Mengurus 

Identitas Kependudukan Secara Langsung atau disingkat dengan GEMILANG. 

Program ini merupakan program untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

dalam kepengurusan identitas kependudukan untuk memenuhi kepuasan 



masyarakat. Program tersebut diciptakan karena mengharapkan penduduk 

lebih semangat dalam rangka melengkapi pengurusan identitas kependudukan. 

Melihatedariwupaya pemerintaheuntukemeningkatkan pelayananwmelalui 

program GEMILANG, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang pelaksanaan program GEMILANG dan faktor pendukung serta faktor 

penghambat pelaksanaan program GEMILANG di Dinas Kependudukanidan 

PencatataniSipil KabupateniLamongan. 

 

Kajian Teori 

Menurut (Suharno, 2008), Implementasi kebijakan publik adalah suatu 

upaya yang dilakukan oleh pemerintaheuntuk melaksanakan salah 

satuitugasipokoknya, yaitu memberikan pelayanan publik (public servises) 

kepada masyarakat. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2008), 

mengemukakanWpengertianWimplementasiWkebijakanWpublik sebagaiQsuatu 

tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Suatu tindakan ini 

mencakup usaha-usahaauntukimengubahakeputusan-keputusan-menjadiasuatu 

tindakan operasionaledalam kurunAwaktu tertentu maupun dalam rangka 

melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besarodan keciloyang 

ditetapkanwoleh keputusan-keputusan kebijakanwyang dilakukan oleh 

organisasiipublik yangidiarahkan untukimencapai tujuaniyangitelah ditetapkan. 

MenurutwTeori George C. Edwards III dalam (Nugroho R. , 2009), Model 

implementasiWkebijakan yangWiberspektif top down yang dikembangkan 

menamakanWmodel implementasiikebijakanipubliknya dengan Direct and 

Indirect Impact on Implementation. Dalamependekataneteori inieterdapate 

empatWivariabelWjyangWimempengaruhi keberhasilan impelementasiQsuatu 

kebijakan, yakni : (1) komunikasi (2) sumber daya (3) disposisi dan (4) struktur 

birokrasi. Keempativariabel tersebutisaling berhubungannsatunsama lain. 

1. Komunikasi 



Yaitumkeberhasilanmimplementasimkebijakanmmensyaratkanmagarli

implementor mengetahui apanyang harusndilakukan. Komunikasimsangat 

menentukanikeberhasilan dalam pencapaian suatu tujuan dariipelaksanaan. 

Pelaksanaan yang efektifMterjadi apabilaBipara pembuat keputusanfsudah 

mengetahuiDapasyangsakansdikerjakan.iPengetahuanaatas apa yang akan 

dikerjakanedapateberjalan apabilalkomunikasi yang berjalan dengan baik, 

sehingga setiapikeputusan daniperaturan pelaksanaaniharus ditransmisikan 

(dikomunikasikan)akepada bagianapersonaliaeyang lebih tepat.iKomunikasi 

memegang perananwpenting bagiEberlangsungnya koordinasiiimplementasi 

kebijakan.nApabila penyampaianGtujuanmdanhsasaran suatulkebijakan 

tidakwjelas,ZtidakWimemberikanWpemahamanEatauhbahkan tujuanjdan 

sasaranrkebijakanstidak diketahui sama sekali olehekelompokesasaran, 

makarkemungkinantakanfterjadi suatuhpenolakanfatau resistensi dari 

kelompokdsasaranfyangfbersangkutan. Hal iniimenyangkut kepadaeproses 

penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang 

disampaikan. Selain itu intensitas komunikasi dalam melakukan sosialisasi 

program/kebijakan efektif yang dijalankan juga memengaruhi keberhasilan 

komunikasi. 

2. Sumber daya 

Sumberedayawmenjadirfaktorwpenting dalam implementasiakebijakan 

publik. JikaaimplementorDkekurangan sumberidaya untukamelaksanakan, 

maka implementasi tidakodapatoberjalan efektif.aSumbertdayaWtersebut 

dapat berwujudisumber dayaimanusia,nmisalnya staffddengan kemampuan 

yang layaknuntuk mengembanntugasnya danojugacinformasi,skewenangan, 

dansfasilitassdibutuhkannuntuk melaksanakanxnaskah kebijakanymenjadi 

fungsitpelayananypublikuyang isesungguhnya udan sumberidaya finansial. 

Sumberudaya adalahafaktor pentingxuntuk implementasi kebijakaniagar 

dapat berjalaniefektif.  

3. Disposisi 

Adalahiwatak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti 

komitmen,xkejujuran, sifatidemokratis. Jikaiimplementor memilikiidisposisi 



yangibaik, maka implementoritersebut akanimenjalankan kebijakanidengan 

sebaik-baiknyaiseperti apaiyang diinginkanioleh pembuatikebijakan. Ketika 

implementorimemilikiisikap atauiperspektif yangaberbeda denganapembuat 

kebijakan, makaaproses implementasiakebijakanajuga menjadiitidakiefektif.  

4. StrukturiBirokrasi 

AdalahmStruktur organisasimyang bertugasmmengimplementasikan 

kebijakan, memilikiWpengaruh yangQsignifikan terhadapwimplementasi 

kebijakan. SalahQsatu aspek yangQterpenting dariXstruktur organisasi 

adalah adanyaaStandard OperatingaProcedure (SOP). SOPvmenjadi 

pedoman bagi setiapvimplementor dalamvbertindak. Struktur organisasi 

yang terlalumpanjang akanmcenderung melemahkanmpengawasanmdan 

menimbulkanired-tape, yakniiprosedur birokrasimyang rumitvdan kompleks,  

yang menjadikaniaktivitas organisasiitidakifleksibel. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian yangmdigunakan pada penelitianvini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif. Adapun lokasi penelitianvyang dijadikan tempat penelitian 

adalahiDinas Kependudukanidan PencatataniSipil Kabupaten Lamongan yang 

terletak diaJalanaVeteran No.51, Jetis, KecamatanQLamongan, Kabupaten 

Lamongan. Alasanepeneliti memilih lokasiQini karenaWDinas Kependudukan 

dan PencatataniSipil KabupateniLamongan merupakaniinstansi yangiberperan 

pentingidalam kepengurusan identitasikependudukan. Selain itu, dari 

masyarakat kabupaten lamongan dalam hal kepengurusan administrasi 

kependudukan masih sangat kurang sehingga peneliti tertarik memilih kasus ini 

dengan pelaksanaanWprogram GEMILANG yangWdi lakukanaoleh Dinas 

Kependudukan danaPencatatan SipilaKabupatenaLamongan. Selain itu, peneliti 

ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan dan faktor pendukung serta faktor 

yang jadi penghambataprogram GEMILANGayang dilakukan olehaDinas 

KependudukanidaniPencatatan SipilmKabupatenmLamongan. Adapun yang 

menjadi focus utama dalam Pelaksanaan program GEMILANG di Dinas 



Kependudukanjdan PencatataniSipil kabupatenWiLamongan dilihatWdari Teori 

implementasi kebijakanapublik menurutiaGeorge C. Edwards III dalam 

(Nugroho R. , 2009), yaituiKomunikasi,jSumber Daya, Disposisi,idan Struktur 

Birokrasi. 

Dalamvpenelitianvini, sumbervdata dalamvpenggalian datavyang 

dikumpulkanvdari penelitianiini menggunakanidua sumberidata yaituidata 

primeridan dataisekunder.  

1. Dataaprimer merupakanadata yangvdiperoleh penelitivsecara langsungvdari 

lapangan melaluiiobservasi maupuniwawancara denganipihakiinforman 

(sumberipertama). Adapun metodeapengambilan sumberadata primeradalam 

penelitianaini dilakukanadenganacara wawancarailangsung denganipegawai 

bagianipendaftaran pendudukiDinasiKependudukan daniPencatatan Sipil 

Kabupaten Lamonganidan bagian pendaftaraniprogram GEMILANG.  

2. Dataasekunder, merupakanadata yangadikumpulkan penelitiasecara 

langsungasebagai penunjang dari sumberidata informan. Sumberidata 

sekunderidapat jugaidikatakanisebagai dataiyang tersusunidalam bentuk 

dokumen-dokumenaatauiliterature-literaturadari Dinas Kependudukan dan 

PencatataniSipil KabupatenaLamongan,ainternet, surat kabar,ajurnal dan 

lainasebagainya. Pengumpulanidata sekunderidilakukan denganimengambil 

atau menggunakannyavsebagian/seluruhnyavdari sekumpulanvdata yang 

telah dicatatvatau dilaporkan. Dalamvpenelitian ini, penelitiimendapatkan 

data mengenaivpelaksanaan programvGEMILANGvberupa gambaranvumum 

mengenaivprogramvGEMILANG,vhasil pelaksanaaniprogramiGEMILANG, 

daniStandart OperatingiProseduri(SOP)ipelaksanaan programiGEMILANG. 

Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder pada penelitianaini, 

peneliti menggunakaniteknik pengumpulanidataiyaitu : 

1. Wawancaraa(interviews), Teknikaini merupakanateknik 

pengumpulanadataayang dilakukanaimelalui tatapamuka danaitanya 

jawabQlangsung antaraipeneliti dan narasumber. Padaipenelitian 



inipeneliti menggunakanikategori wawancaraistruktur. Dalamahalaini, 

peneliti menyiapkanabeberapa daftarapertanyaanasecara sistematis. 

Penelitiijuga menggunakaniberbagai instrumenipenelitian sepertiialat 

bantuirecorder, kameraiuntukifoto, sertaiinstrumen-instrumenilain. 

Padaipenelitian ini,mnarasumber yangmakan divwawancarai yaitu 

pegawaiibagianvpendaftaran pendudukaDinas Kependudukanadan 

Pencatatan Sipil KabupatenaLamonganadan masyarakat yang 

mengikuti pelaksanaan program GEMILANG.  

2. Dokumentasi (Documentation). Metodemdokumentasi adalah metode 

yang digunakaniuntuk mencariidata mengenaiihal-hal atauivariabel-

variabeliyangiberupa catatan,mtranskrip,mbuku, surat kabar, agenda 

atau lainisebagainya.iMenurut Sugiyonom(2013), dokumen merupakan 

catatanvperistiwa yangasudahaberlaku. Dokumenmbisa berbentuk 

tulisan, gambariatau karya-karyaimonumentaladari seseorang. Dalam 

hal iniadokumentasi yangadidapatkan dapataberupaacatatan-catatan, 

foto-fotomdokumentasi danmfoto yangmberkaitan denganmpenelitian 

pelaksanaanrprogram GEMILANGadi DinasaKependudukan dan 

PencatatanQSipil KabupatenmLamongan. Semuaaadokumentasi ini 

akan dikumpulkanmdemi kelengkapanidataipenelitian. 

Adapunipeneliti dalam proses analisisidata dalamipenelitian pelaksanaan 

program GEMILANGadi DinasiKependudukan danaPencatatan SipiliKabupaten 

Lamongan menggunakanalangkah sepertiayang dikemukakan oleha(Bungin, 

2003), yaitu Pengumpulan Data (Data Collection); Reduksi Data (Data 

Reduction), Penyajian Data, dan Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan 

(Conclution Drawing and Verification)  

 

Hasil Penelitian 

ProgramiGEMILANG merupakanisingkatan dari sebuahiprogram gerakan 

mengurus dentitas secarailangsung yangidilakukan ipara implementor Dinas 



Kependudukanidan PencatataniSipil KabupateniLamongan. Dalam mewujudkan 

stelselaiaktifaipemerintah, paraaiimplementor melakukanajemput bola dokumen 

kependudukanadi 27akecamatan, dimanaapadaakegiatan tersebutamelayani 

perekamanuKTP-el, CetakaKTP-el, CetakaKK, dan CetakaKIA. Dalam 

pelaksanaan program ini juga diharapkan masyarakat sadar administrasi 

kependudukan. 

Hasil kepengurusan pada pelaksanaan program gemilang di tahun 2017 

sampai 2019 dapat dibentuk sebuah grafik seperti berikut: 

 

Gambar 1. Perkembangan Hasil Kepengurusan Identitas Kependudukan pada 

Progran Gemilang tahun 2017-2019 per-Kecamatan (Sumber: Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, 2020) 

Berdasarkan data di atas, kepengurusan identitas kependudukan pada 

program GEMILANG pada tahun 2017-2019 mengalami penurunan pada 

kepengurusan KK dari 74 menjadi 66 dan pada tahun 2019 menjadi 20. Hal ini 

menunjukkan tingkat kepengurusan KK semakin berkurang, karena 

masyarakat telah menggunakan kesempatan pelaksanaan program gemilang 

pada tahun-tahun awal diadakannya program GEMILANG. Sedangkan 

kepengurusan KTP-el, mengalami peningkatan dari tahun 2017 menuju tahun 

2018 yaitu dari 125 menjadi 141. Hal ini menunjukkan motivasi masyarakat 

dalam sadar kepengurusan identitas diri semakin kuat. Namun, pada tahun 
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2019 kepengurusan KTP-el mengalami penurunan menjadi 16 pemohon rata-

rata per-kecamatan. Hal ini menunjukkan semakin banyaknya masyarakat yang 

sudah memiliki KTP-el pada tahun sebelumnya karena pada tahun 2019 KTP-el 

telah berlaku seumur hidup. 

Selanjutnya pada kepengurusan KIA, pada tahun 2017 dan 2018 masih 

belum ada karena belum berlakunya KIA di kabupaten Lamongan. Sedangkan 

pada tahun 2019 terdapat rata-rata kepengurusan KIA sebesar 272 pemohon 

per-kecamatan karena pada awal tahun 2019 telah disosialisasikan tentang 

adanya kepengurusan KIA. Hal ini menunjukkan antusias masyarakat dalam 

melengkapi identitas kependudukan KIA dengan menggunakan kesempatan 

pada pelaksanaan program GEMILANG olehvDinas Kependudukanvdan 

PencatatanvSipil kabupateniLamongan. 

Sedangkan untuk persentase kenaikan kepengurusan identitas 

kependudukan pada program GEMILANG dapat digambarkan pada grafik 

berikut: 

 

Gambar 2. Persentase kenaikan kepengurusan identitas kependudukan pada 

Progran Gemilang tahun 2017-2019 per-Kecamatan (Sumber: Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, 2020) 
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sebesar 48,79%. Peningkatan kepengurusan ini tentu ada banyak faktor 

pendukung maupun penghambat yang memengaruhinya. Masyarakatvmengaku 

bahwavmereka sangatvterbantu denganvadanya programvgemilang. Proses 

pengurusan lebih hemat, mudah, dan efektif karena pada pelaksanaan program 

gemilang iniisama sekaliitidak dipungutibiaya untukiprosesiadministrasi 

kependudukan. Selain itu masyarakat tidak perlu datang ke Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Lamongan untuk melakukan 

kepengurusan, tapi cukup mendatangi kantor kecamatan yang letaknya cukup 

dekat. Apalagi terdapat kemajuan lagi untuk tahun 2020, masyarakat cukup 

datangike kantorikelurahan atauikantor desaauntuk melengkapiaidentitas 

kependudukan karena program GEMILANG dilaksanakan pada desa ke desa di 

seluruh wilayah kabupaten Lamongan. 

DinasiKependudukan daniPencatatan Sipilikabupaten Lamonganetelah 

melaksanakaniprogram GEMILANG dengan pemerintahan yang terbuka atau 

disebut Open Government. Menurut (Project, 2015), mendefinisikan Open 

Government atau Pemerintahan terbuka sebagai pemerintahan yang 

menyebarkan informasi, memberdayakan masyarakat dengan alat untuk 

meminta pertanggungjawaban pemerintah, dan mendorong partisipasi warga 

dalam kebijakan publik. Informasi pelaksanaan program GEMILANG 

tersosialisasiWdengan baik kepada wargaWmasyarakat, sehingga warga 

masyarakat mengetahui dengan jelas usaha DinasiKependudukan dan 

Pencatatan SipilWdi kabupaten LamonganWyang bertanggungWjawab dalam 

melaksanakan pelayananvpublik denganvcara jemputvbola sehingga menarik 

motivasi masyarakat dalam melengkapi identitas kependudukan.  

Peningkatan kepengurusan ini dipengaruhi banyak faktor pendukung 

maupun penghambat. Masyarakatvmengaku bahwavmereka sangatvterbantu 

denganvadanyavprogram gemilang. Prosesvpengurusan lebih hemat, mudah, dan 

efektif karena pada pelaksanaan program gemilang inivsama sekalimtidak 

dipungutmbiaya untukmprosesmadministrasi kependudukan. Dalam 

melaksanakan pelayanannya, para implementor harus mengetahui variabel-



variabelayang mempengaruhiakeberhasilanaimplementasi kebijakanasesuai 

dengan Teoriaimplementasi kebijakanapublik menurutaGeorgeaC. 

EdwardsaIIIadalam (Nugroho R. , 2009), yangameliputiaKomunikasi, 

SumberaDaya,aDisposisi,adan StrukturaBirokrasi. Faktor pendukungidan faktor 

penghambat pelaksanaan program GEMILANG di DinasiKependudukan 

daniPencatatan SipiliKabupateniLamongan, yaitu : 

1. Komunikasi yang dilakukan oleh DinasiKependudukan daniPencatatan 

SipiliKabupaten Lamonganipada pelaksanaan program GEMILANG 

dalam hal komunikasiimenjadi salahsatuifaktor pendukungikeberhasilan 

implementasiWkebijakan.Komunikasiqtersebut meliputiWtransmisi atau 

penyampaianainformasi, kejelasanainformasi, danakonsistensi informasi 

yang disampaikan implementor kepada pemohon dapat diterima dengan 

baik oleh pemohon. Komunikasi yang dilakukan oleh implementor 

telahidilakukanidengan baikvdan sesuaivdengan teorivyang adavkarena 

sebelumvimplementor terjunvdalam pelaksanaan program gemilang telah 

dilakukan breafing agar para implementor lebih memahami bagaimana 

prosedur pelaksanaan program gemilang.  

2. Sumber dayaiyang dilakukan olehiDinas Kependudukanidan Pencatatan 

Sipil KabupateniLamongan padaipelaksanaaniprogram GEMILANG 

dalam hal sumber daya yangimeliputi sumberidaya manusiaidan sumber 

dayaAfinansial telahWdilakukan dengan baikWdan sesuaiidengan teori 

yangiada. Keberhasilan sumber daya iniidapat dilihatidari jumlahistaf 

yang sudah mencukupi dan informasi yang diberikan implementor kepada 

pemohon sudah jelas. Selain itu dari segi fasilitas juga memengaruhi 

keberhasilan sumber daya, dalam pelaksanaan program gemilang ini 

fasilitas tempat sudah memadai, namun untuk koneksi jaringan di daerah 

yang tingkat koneksi rendah masih membutuhkan perhatian khusus 

untuk ditingkatkan lagi agar tidak menjadi penghambat dalam 

kesuksesan pelaksanaan program gemilang. 



3. Disposisiayang dilakukanaoleh DinasaKependudukan danaPencatatan Sipil 

Kabupaten LamonganipadaipelaksanaaniprogramiGEMILANG dalam hal 

disposisi telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan teori yang ada. 

Keberhasilan disposisi iniidapatidilihat dariatingkat komitmen dan 

kejujuranapara implementoradalam pelaksanaanaprogram gemilang, yang 

di buktikan dengan tidak pernah terjadi pungli dan gratifikasi yang 

dilakukan oleh implementor. Selain itu, dari tingkat demokratis para 

implementor dalam pelaksanaan program gemilang ini sudah baik 

dibuktikan dengan tidak pernah terjadi ketidak-adilan dalam pelaksanaan 

program tersebut. 

4. DinasAKependudukan danApencatatan SipilAKabupaten Lamongan telah 

mensosialisasikan SOP sebelumnya. Sehingga, seluruh dari informan 

menyatakan bahwa pelaksanaan program GEMILANG sudah efektif. 

Dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi yangadilakukan olehaDinas 

KependudukanadanaPencatatanaSipil KabupatenaLamongan pada 

pelaksanaan program GEMILANG dalam hal struktur birokrasi telah 

dilakukan dengan baik. 

 

KESIMPULAN 

1. Pelaksanaan pada program GEMILANG yang dilakukan oleh Dinas 

Kependudukanidan PencatataniSipil KabupateniLamongan terealisasi 

sesuai tujuan, hal ini dilihat dari kepengurusan identitas kependudukan 

pada program GEMILANG mengalami peningkatan dengan persentase 

rata-rata jumlah keseluruhan kepengurusan identitas kependudukan per-

kecamatan meningkat dari 4,02 % menjadi 48,79 %. 

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat pada pelaksanaan program 

GEMILANG di DinasaKependudukan daniPencatatan SipiliKabupaten 

Lamonganisesuai teoriiyangidi kemukakanaoleh GeorgeaC. EdwardsaIII 

dalama(Nugroho R. , 2009), meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi 

dan struktur organisasi diantaranya : 



a. Faktor pendukung pada pelaksanaan program GEMILANG di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan meliputi 

1) Kemampuan implementor dalam penyampaian informasi dan 

konsistensi informasi kepada pemohon 

2) Kemampuan implementor dalam menyampaikan program  

3) Jumlah staf yang memadai serta fasilitas tempat yang diberikan 

4) Tingkat komitmen dan kejujuran para implementor  

5) Tingkat demokratis para implementor dalam pelaksanaan 

program 

6) Kesesuaian program dengan SOP yang telah disosialisasikan.  

b. Faktor penghambat pada pelaksanaan program GEMILANG di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan meliputi 

jaringan koneksi internet yang kurang memadai pada daerah yang 

koneksi internetnya rendah. 
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